
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 36 TAHUN 2014 

TENTANG 

TATA CARA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK KEPADA 
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor O 1 Tahun 2011  
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Gubemur tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak 
Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan 
Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 1995 
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1  
Nomor 82, 'Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 ) ,  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 201 1  ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 91  Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

1 1.  Keputusan Presiden Nomor 137 /P Tahun 2013 ten tang 
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si 
sebagai Gubemur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin 
Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan 
Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 
tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak 
Rokok; 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

14 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 33); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 
Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2 0 1 1  Nomor 01 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48); 

MEMU TUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI 

HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK KEPADA 

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN 

TIMUR. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
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3. Bagi hasil penerimaan pajak provinsi adalah hasil penerimaan pajak 
Provinsi yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota diwilayah 
Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

4. Pajak Rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 

5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok 
daun. 

6. Cukai Rokok adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap rokok. 
7. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur. 
9. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat dengan 

SPPR adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Rokok untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran Pajak Rokok. 

10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

1 1.  Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan 
importir rokok yang memiliki ijin berupa Nomor Pokok Pengusaha 
Barang Kena Cukai. 

12 .  Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKUD 
Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 
ditetapkan. 

13 .  Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya 
disingkat RKUD Kabupaten/Kota adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 
pada bank yang ditetapkan. 

14 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

BAB II 

BAGI HASIL PAJAK ROKOK 

Pasal2 

(  1) Bagi basil penerimaan pajak rokok sebagian diperuntukan kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur. 

(2) Bagi hasil penerimaan pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak rokok pada 
periode tertentu. 

Pasal3 

(  1) Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada Pemerintah 
Kabupaten / Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen). 
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(2) Pembagian hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan Rasio jumlah 
penduduk kabupaten/kota terhadap jumlah penduduk di Provinsi 
Kalimantan Timur dan 30% (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan 
pemerataan dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
berdasarkan data terakhir tahun sebelumnya yang dikeluarkan dari 
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 

(4) Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan pemerataan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur 

Pasal 4 

( 1 )  Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2), dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk 
mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. 

(2) Alokasi 50% (Lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan 
dan penegakan hukum scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 

TATA CARA PENYALURAN BAGI BASIL 

Pasal 5 

( 1 )  Dalam rangka penyaluran bagi hasil pajak rokok ke RKUD 
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Gubemur menetapkan 
keputusan mengenai alokasi pembagian pajak rokok untuk masing 
masing kabupaten/kota. 

(2) Penyaluran bagi hasil pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dari Pemerintah Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota se-Kalimantan 
Timur melalui pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

(3) Penyaluran Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan perhitungan bagi hasil pajak rokok untuk Pemerintah 
Kabupaten/Kota dari dinas yang ditetapkan setiap triwulan setelah 
diterimanya setoran pajak rokok dari Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan. 

Pasal 6 

( 1 )  Kelebihan/kekurangan penyetoran pajak rokok ke RKUD 
Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada penyetoran pajak rokok 
beriku tnya. 
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(2) Perhitungan kelebihan/kekurangan pembayaran pajak rokok 
didasarkan pada penyetoran pajak rokok dari Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan. 

B AB IV  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 25 Juli 2014 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 
Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal 25 Juli 2014 

PIt.SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. RUSMADI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 36 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM .., KEP�KUM, • 

H. SUROTO, SH 
PEMBINA TING KAT I 

NIP. 19620527 198503 1 006 


